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ABSTRAK 

Penelitian ini dengan Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Sebagai 

Alternatif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menuju Indonesia Bebas 

Korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan masalah besar, karena dapat 

membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat, membahayakan 

pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik dan bahkan merusak nilai-nilai 

demokrasi dan moral karena semakin lama menjadi budaya dan ancaman terhadap 

cita-cita keinginan masyarakat yang adil dan makmur. 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non 

doktrinal atau yuridis empiris. Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini akan 

dipergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Metode 

pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan yuridis empiris, maka 

data yang dikumpulkan berasal dari data primer sebagai data utama dan data 

sekunder sebagai data pendukung. Untuk mengklasifikasikan data primer, 

pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengamatan (observasi) dan 

wawancara. Pembahasan tesis ini, penulis menggunakan metode analisis 

kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model penerapan beban 

pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara meminta 

atau memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta miliknya 

diperoleh secara sah, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda 

diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap 

diperoleh juga dari tindak pidana korupsi. Beban pembuktian terbalik merupakan 

salah satu alternetif yang dapat digunakan oleh pihak kejaksanaan dalam 

mengungkap dan memberatas kasus-kasus korupsi yang ada 
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ABSTRACT 
This research uses the application of the burden of reverse evidence as an 

alternative to the eradication of criminal acts of corruption towards a corruption-

free Indonesia. Corruption is a big problem, because it can endanger the stability 

and security of the state and society, endanger the social, economic and political 

development of the community and even damage democratic and moral values 

because it becomes a culture and a threat to the ideals of a just and prosperous 

society. . 

The approach method used in this research is non-doctrinal or juridical 

empirical. In the preparation and writing of this thesis, one of the research 

specifications will be used, namely analytical descriptive. The approach method 

used is an empirical juridical approach, so the data collected comes from primary 

data as primary data and secondary data as supporting data. To classify primary 

data, data collection was carried out in two ways, namely observation and 

interviews. In discussing this thesis, the author uses qualitative analysis methods. 

The results of this study indicate that the model of applying the reverse 

burden of proof on corruption is done by asking or ordering the defendant to 

prove that his property was legally obtained, if the defendant cannot prove that 

the property was obtained not because of a criminal act of corruption, the 

property is considered to have been obtained. as well as from corruption. The 

reversed burden of proof is one of the alternatives that can be used by the 

prosecutor's office in uncovering and eradicating existing corruption cases 
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